PEMERINTAH KOTA PADANG
w

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDATAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA SERTA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

Merimbang @ A bahwa Otonomi Daerzh adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengunis kepentingan masyarakat setempat menunyl prakarse Sendin
berdasarkan aspirasi masyarakal sesuai dengan peraturah penungang-
undangan;

b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan parfisipas) masyarakst
dalam pernbangunan, maka masyarakat atas prakarsanya sendin dapat
mambentuk wagahnya;

¢ bahwa dengan berzkunya Kepulusan Presiden Nomor 4% Tahun 2009
tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
maka Kaputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Lembaga Sosial
Dssa menjadi Lembaga Ketshanan Masyarakal Desa dinyatakan tidak
beraku, dan Sural Keputusan Walkolamadya Kepala Daerah Tingkat |
Padang Momor 188.45.2,73/5K-Sek-82 fenfang Pedoman Dasar Rukun
Tetangga dan Rukun Kampung Dalam Kotamadya Daerah Tingkat I Padang
tidek sesuai lagl dengan dwa gan semangat Ctonomi Daerah;

d. bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud hunuf 3, § gan c
pefy membentuk Peraturan Daersh fentang Pedoman Pembentukan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakal Kelurahan dan Rukun Tefangga serla
Rukun Warga,

Mangingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 195G tentang Pembenlikan Diaerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatara Tengah {Lembaran
Negara Tahun 1856 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 18993 tentang Pemerdiniahan Daerah
{Lempbarsn Megara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3839);

3 Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 1880 teptang Peorubahan Balas

Wilayah Kotamadya Dagrah Tingkal 1l Padang {Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164):

4. Peraivren Pemedintah MNomor 25 Tshun 2000 tenfang Kewsnangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otonom {Lembaran
Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



5. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1998 (entang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerntah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahur 1989 Nomer 70);

6. Kepulusan Presiden Nomor 4§ Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lam;

7. Kepulusan Menteri Dalam Negeri dan Otenemi Dagrah Nomor 22 Tahun 2601
tentarg Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

% Peraluran Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembantukan
Susunan Ongarisasi Lembaga Teknis Dacrah {Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 09);

3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor € Tahun 2001 tentang Pembentukan
Susunan Ongenisasi Kecamatan dan Kelurghan (Lembaran Daerah Fahun
2001 Nomor 10).

Dengan parsatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapksn | PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  TENTANG  PEDOMAN

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DAN RUKUN TETANGGA SERTA RUKUN WARGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Baerah ini yang dimaksug dengan :

e A A A

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kofa Padang.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Gamat sebagai perangkat Daerah.

Kelurahan adalah wilayzah kerja Lurah sebagai parangkat Daerah Kola df bawah Kecamatan.
Camat adalah Kepala Kecamatan.

Lurah agalah Kepala Kelurahen,

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk prakarsa masyarakat
yang menembatani kepentingan masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
«ebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang terdii dar Lembaga Pembendayaan
Masyarakal, Rukun Tetangga dan Rukun Warga,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dapat disingkat LPM Kelurahan adalah
iembaga yang dibentuk alas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan daiam
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang permbangunan dan

memiliki sifat konsultatif dengan lembaga alau organisasi kemasyarakatan lainnya, Rukun
Telangga dan Rukun Warga.
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(1)

Rukun Tetangga yang dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalyi musyawarah
masyarakal setempal dalam rangka pelayanan pemenniahan dan kemasyarakalan yang
ditetapkan oleh Lurah.

Rukun ‘Warga yang dapat disingkat RW adalah lemnaga masyarakat yang dibentuk melaiul
musyawarah pengurus Rukun Telangga diwilayah kefjanya yang diteiapkan olen Lurah.

Pemuka Masyarakat adalah tokeh-tokoh masyarakat seperti lokoh agama, nrofesi, wanls,
pernuda, cendikiawan, dan adat yang bertsmpat linggal di kelurahan yang bersangkutan.

BAB I
LPM KELURAHAN

Bagian Pertama
Fembentukan

Fasal 2

Pembentukan LPM ¥elurahan didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah
kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi sena kebuluhan masyarakat dibidang
pembangunan yang dimusyawarahkan dan difasililasi oleh Kepala Kelurahan dengan pemuka-

pemuka masyarakat,

Hasil musyawarsh sebagaimara dimaksud pada ayat {1) Pasal i, digukan olah Kepaia
Kelirahan uniuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat atas dama Wankota,

Bagian Kedus
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPM Kslurahan

FPascal 3

LPM Kelurahan merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat fokal yang berkedudukan di
Kelurahan.

LM Kelurahan mempunyai tugas sebagai berkut ;
4. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif;
b. Menggerakkan swadaya goteng royong masyarakal;

¢. Melaksanakan, memehhara dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang
Derasal dan kegiatan Pemerntsh, Pemerntah Daerah maupun swadaya qolong rayong
masyarakat dan kegiatan-kegialan fainnya:

d. Memberdayakan potensi masyarakal melzlyi pengembangan kemampuan  ekonomi,
kesenatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat;

a. Memelihara dan mengerbangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat {2, LPM Kelurahan
mempunyal fungsi schagai berkut :

a. Penantaman dan pemupukan rasa persaluan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
b Pengkoordinasiaan perencanaan pembangunan Kelurahan secara partisipatif dan lerpady:
. Mengkoordinasikan perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;

d.  Penanaman dan pemuptikan nilgi-nilai agama. ada! dan budaya masyarakal;

8. Menggali dan memanfaatkan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Kedurahan.



Bagian Keliga
Organisasi

Pasal 4

(1) Crganisasi LPM Kelurahan minimal terdiri gan :
Katua;

Wakil Ketua;

Sekretaris,

Wakil Sekretaris;

& Bendahara

. Seksi-Seksi.

(2} Organisasi LPM Kelurahan sebagaimana gimaksug ayat {1) dapat dikembangkas sesuai dengan
kebutuhan masyarakat kelurahan setempat.

& o0 5 ow

Bagian Kaempat
Persyaratan Menjadi Pengurus

rasal b

Peagurus LPM Kelurahan dipitih dari dan oleh magyarskat Kelurahan setempat dengan syarat
sebagal herkut ;

Serlagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia dan faat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845,
Berpendidikan serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat,

Berumur sakurang-kurangnya bagi Laki-taki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi Persmpuan
sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.

Sehiat Jasmani dan Rohani.

6. Berkelakuan bak, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada
masyarakat.

¢. Berdomisili telap di Kelurahan yang bersangkutan.
Mengenal daerahnya dan dikenal okeh masyarakat kelurahan setempat,
9. Bersedia dicalonkan menjaci pengurus LPM Keturahan di kefurahan yang bersangkutzn,

10. Mempunyai kemauan, kemampusn dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
11. Memenuhi syarat-syaral lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat

oL R

Bagian Kelima
Tata Gara Perilihan, Masa Bakti Dan Pemberhentian Pengunis

Pasal &

(1) Pemilihan pengurs LPM Kelurahan dilaksanakan dengan musyawarah kelurghan yang
difasilitasi oleh Pemerintahan Kelurahan,



{7) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk

3. Memberiuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan pengurus RT, RW dan unsur takeoh
masyarakal kelurahan setempat yang ditelapkan dengan Keputusan Kepala kelurahan;

b. Melaksanakan Pemilihan,

¢. Calon pengurus LPM Kelurahan digjukan oleh masing-masing RW berdasarkan hagil
musyawarah RW yang barsangkutan.

(3) Hasil pamilihan pengurus sebagaimana dimaksud ayat () huruf b ditelapkan dengan Keputusan
Camat,

(4) Pengurus |LPM Kelurahan tidak boleh dipilin dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.
Pasal 7

(1} WMasa bakl pengurus LPM Kelurahan selama 3 (higa) tshun,
(4] Ketra LPM Kelurahan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakt pengurus benkutnya.

Pasal B

Fengurus LPM Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena ;
1. Habis masa bakli kepengurisannya.

2. Meninggal dunia.

3. Mengundurkan diri secara tertufis.

4

Tidak memenuhi pereyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajihan, Musyawarah Anggola

Faragraf 1
Hak dan Kewjiban Anggota

Fasal O

(1} Anggota LPM Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut -
8. Mengapukan usul dan pendapat dalam musyawarsh LPM Kelurahan:

b.  Memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan kecygii yang berstatus warga negara
asing.

(2] Anggota LPM Kelurahan mempunyai kewaijiban sebagai berikut -

a  Turut serta secara akiif melaksanakan hel-hal yang menjadi lugas poKak oroanisasi LFM
kelurahan,

b, Tumul secara akdif melaksanakan keputusan musyawarah LPM Kelurahan.

Paragraf 2
Musyawarah Anggota

Pasal 10

[} Mudyawarah EPM Kelorahan merupakan wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan,



(2y Musyawarsh sebagaimana dicmaksud ayal (1) berfungsi untuk
a, Pemilikan penguus;
h. Peneniuan dan perumusan program kefja;
c. Penarima dan pengesahan perianggungjawaban pengurus.

(3) Musyswarah untuk menentukan dan MeruMmUskan  program-program kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b diiaksanakan paling sedikit 2 {dua) kali dalam saty tahun.

(4} Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selunth Ketua RT, RW dan
Pengunus LPM Kelurahan.

(5) Musyawarsh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan
suatu kepulusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang diundang.

%) Ketua LPM Kelurahen menetapkan dan mengundang peserta musyawarsh sebagaimana
dimaksud pada ayat {4},

(71 Ketentuan musyawarsh sebagaimana dimaksuc pada a*_.rat*[?] huruf 3 dilsksanakan bersamaan
dengan musyawarah pada penggantian pengurus atau pemilihan pengurus bary.

SAB I
RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Fasal 11

(1) RT dibentuk sesuai dengan kebuiuhan masyarskal selempat mmimal memiliki 30 Kepala

Keluarga dan maksimal 50 Kepala Keluanga yang pengurusnya dipiih dan dan ofsh warga
selempat.

(?) RT yang memiliki lebih dari 50 Kepala Keluanga harus dimekarkan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT

Pasai 12

(1) RT merupakan organisasi kelatanggaan/kemasyarakatan yang Dersifat lokat,
(2) RT mempunyai fugas sebagail berikul ;

a. Mambantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakal yang menjadi tanggung jawab
pamerintah;

b. Memslihara kerukunan hidup berletanggaiwarga:

¢, Menyusun rencana dan melzksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swardaya masyarakat.

{3} Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud galam ayat {2}, RT mampunyai fungsi
sebagai berikut ;

a. Pengkoordinasian antar sesama wargs;

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan aniar anggota masyarakat dengan pemerintah;
€. Fenangonan masalsh-masalan kemasyarakatan.



Bagian Ketiga
organisasi

Fazal 13

(1} Organisasi RT minimal lerdin dani .
a  Keta;
L. Sekrelars;
¢. Bendahara;

d.  Seksi-Seksl.

{2) Organisasi RT sehagaimana dimaksud ayat (1} dapat dikembangkan sesuai dengan keputuhan
masyarakat setempat

Bagian Keempat
Fersyaratan Menjadi Penguius

FPasal 14

Fergurus RT dipilin dan warga setempat dengan syarat sebagai berkut |
1. Berakwa kepada Tuban Yang #ahia Esa.

2. GSetia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
3. Berpendidikar serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat.
4

Berumur sekurang-kurangrya bagi Laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi Peremmpusn
sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.

5. Sehat Jasmam dan Rohai;.

6. Borkalakuan baik, bermaral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada
masyarakal.

/. Berdomisili tetap di RT yang bersangkutan,

8. Mengenal dacrahnya dan dikenal cleh masyarakat difingkungan RT setermpat.

9. Bersedia dicalonkan menjadi penqurus R,

i0. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian datam upaya memberdayakan masyarakal.
1. Mermenuhi syarat-gyarat fzin yang ditenlukan oleh masyarakat satempat.

Bagian Kelima
Tata Cara Perniliban, Masa Bakii ¢dan Pemberhentian Pengunus

Pasal 15
(1} Pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan musyawarah RT yang difasilitasi oleh RW

setempat.

{Z) Musyawarah RT sebagaimana dimaksug ayat (1) dilaksanakan untuk -
4. Membentuk panitia pemilihan;
b, Melaksanakan pemilihan.

(4) Hasil pemilinan pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (2) hurf b ditetapkan dengan
Kepulusan Lurah.



(4 Helua RT tidak boleh dipilih dari Ketua LPM Kelurahan dan ketug R
(5} Pengurus RT tidak boleh dipilib dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempal.

Pagal 16

(1) Masa bakti pengurus RT selama 3 (tigaj tahun.
(7} Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 {saluj kali masa bakti pengurus berkutnya,

Pazal 1/

Pengurus KT berhenti atau diberhentikan karana -

1. Habis masa bakti kepengurusannya,

Z. Memnggal duma.

3. Mengundurkan diri sacara terulis.

4. Tidax memenuht persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14.

BAB IV
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Fasal 18

(1) RW dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakal setempat minimal memiik 3 RT dan
maksimal 5 RT yang pengurusnya dipilih dari dan oleh warga selempal,

(2} RW yang mencapai lebih dar 5 RT hanis dimekarkan.

Bagian Kedug
Kadudukan, Tugas dan irungsi RW

Pasal 19

(1} RW merupakan organisasi keletanggaan/kemasyarakatan yang bersifal lokal
(2} RW mempunyai fugas sebagai berikut -

a. Membaniy menjalankan {ugas pefayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab
permenntah.

D, Memelihara kerukunan hidup berlatanggalwarga:

C. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swalaya masyarakat.

(3} Dalam menyelenggarakan tugas sebanaimana dimaksud dalam ayat {Z). RW mempunyai fungsi
sebagal berkul :

a. Pengkoordinasian antar sesama warga;

b. Pelaksanaen dalam menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan
pemerntah;

¢. Penanganan masalah-masalah kemasyarokatan.



Bagian Ketiga
(¥ganisas|

Pasal 20

(1) Qrganisasi RW minimal terdin dan

2)

a. Kela:
b. Sekretans;
¢. Bendahara;

d. Seksi-Seksl

Organisasi RW sebagimana dimaksud ayat (1} dapat dikembangkan sesual dengan kebutuhan
masyarakal setempat.

Bagian Keampat
Persayaratan Menjadi Pengurus

Pasal 21

Penqurus RW dipifih dari warga setempal dengan syarat sebaga berkut .

1.

2
3.
4

1.
11.

(1)

(2]

(3}

Rertagwa kepada Tuhan Yang Maha ksa.
Getia dan taat kepada Pancasita dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berpendigikan serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat

Berumur sekurang-kurangnya bagi Laki-laki 21 tahun atau sudah merikah dan bagi Perempuan
sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah memkah.

Sehat Jasmani dan Rohand.

Berkelakuan balk, bermoral, jujur, adi, bertanggung jawab dan peénub pengabdian kepada
masyarakat,

Berdomisili tetap di RW yang bersangkulan.

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat dilingkingan RW setempat.

Bersedia dicalonkan menjadi pengurs RW.

Mempunyai kermauan, kemampuen dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
Memenyhi syarat-syarat lain yang dilenlukan oleh masyarakat setempat.

Hagian Kelima
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti dan Pemberhenlian Pengurus

Pasal 22

Pemilihan pengurus RW dilaksanakan dengan muSyawatan RW yang difasilitasi oleh LHM
Kelurahan setempat.

Musyawarah RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan unluk ;
2. Membentuk panitia pemilikan;
b.  Melgksanakan pemilihan.

Hastt pemihan pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat {2) buruf b ditetapkan dangan
Keputusan Lurafs,
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(4) Kelua RW tidak boleh dipilin dari Ketua LPM Keiurahan.
(5} Pengurus RW tidak boleh dipiih dan Aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

Pasal 23

{1) Masa bakti pengurus RW selama 3 {tiga) tahun.
(#) Ketua RW dapat dipilth kembali untuk 1 {satu) kall masa bakti pangurus bedkulhya.

Pasal 24

Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :

1. Habis masa bakli kepengurusannya.

2. Meninggal dunia.

3. Mengundurkan din secara terfulis.

4. Tidak memenuhi perayaratan sebagaimana dimaksud Pasat 21.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Fasal 75

(1) Hubungan LPM Kelurahan dengen pemerintah Kefurahan dafam  bentuk kerjasama
menggerakkan swadaya golong royong masyaraket dalam melaksanakan pembangunan
partisipatif dan berkelanjutan.

(2} Hubungan LPM Kelurahan dengan iembaga, atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan
W bersifat kengultatit dan kenasama saling menguntungkan.

(3} Hubungan LPM Kelurahan antar #zlurahan bersifat kerjasama dan =zaling membantu selelan
mendapal persetujuan dar Pemerintah Kelurahan.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal b

Sumber Dana LPM Kelurahan dan RT serta RW dapat diperoleh dari :
Bantuan Pemerintah Kelurahan,
Bantuan Pemernntah Kecamatan.

Bantuart Pemenntah Propinsi,

1
i
3. Bantuan Pemerintah Kota.
4
5. Bantuan Pemerintah.

B

Hantuan Lainnya yang syah.

BAQ Vil
KETENTUAN PERALIHAN

FPazal 27

(1} Pada saat berlakunya peraturan daerah ini *



a. Kepengurusan LPM Kelurahan yang sudah lerbentuk benissarkan Keputusan Walikota

Padang Nomer 49 Tahun 200§ fentang Penyesugian Nama Serta Penyampumaan dan
Paningkatan Fungsi Lembaga Hetshanen Masyarakat Desa (LKML]} menjad Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota Padang tetap beraku sampal habis masa

bakii kepenqurusannya;

bh. ¥epengurusan RT dan RW yang sudzh terbentuk ietap beraku sampai habis masa bekl
Kepengu nisannya.

(7) Selelah masa bakti kepengurusan LPM Kelurahan dan RT serta RW sebagaimana dimaksudg
ayal {1) untuk pembentukan kepengurusan berkutnya harus melaksanakan ketentuan-ketentvan
dalam Peraturan Daerah ini.

BAL VIl
KETENTUAK PENUTUP

Pasal 28

(1} Pada saat peratdran Daerah ini berdaku, Keputusan Walikota Padang Namaor 48 Tahun 2001
lertang Panyesuain Nama Serta Penyempurnaan dan Peningkatan Fungs Lembaga Ketzhanap
Masyarakat Deaa (LKMD) meniadi Lombaga Pembendayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota
Padang dan Surat Keputusan Walikoigmadya Kepala Dazeran Tingkat || Padar® Nomor
186.45.2.73/SK-3ek-32 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangge dan Rukun Kampung Ozlam
Kolamadya Daerah Tingkat || Padang cam eemua ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerahi ini dinyatakan dicabat dan tidak beraku lagi.

(2} Hal-hal yang belum cukup distur dalam Peralursn Dacrah ini, sepanjang mangenai
pelaksanaannya akan digtur [ebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daarah.
Pasal 29

Peraturan Qaersh inf mulal berdaku pada tangaal diurdangkan,

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penampalannya dalam Lembaran Derah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada langgal 8 September 2002
WAL IKOTAPADANG

o

EN RAIS
Drundangkan di Padang

pada tandgel 9 Seplember 2003
SEKRETARIS DAERA

Ors. H. MASRIL PAYAN
Pembina Utama Muds Nip. 0100447 15

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 55



